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PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 05 TAHUN 2012  

TENTANG 
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI 

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia tentang Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

Mengingat  : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 
TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU 
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS 
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP. 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 

disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat 
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta 
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

3. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat 
mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 

4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha 
dan/atau Kegiatan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 2 
(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 
(2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai 
dengan tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

(4) Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota 
menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan memiliki Amdal.  

Pasal 3 
(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan: 

a. di dalam kawasan lindung; dan/atau 
b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, 
wajib memiliki Amdal. 
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